(Tribun Corner

www.tribunjateng.com

= 2@® 0 888pes .S

Konten
di Medso

PESATNYA perkembangan tek-
nologi dengan keberadaan me-
dia sosial (medsos) kini sudah
menjadi barang lumrah bagi
banyak kalangan. Bahkan, bisa ' " ..
dibilang masyarakat seperti /. }ﬁ”
memiliki ketergantungan ter-
hadap jaringan virtual berbasis
internet itu. )

Sayang, masifnya penggunaan  ARIEF NOVIANTO
media anti-mainstream yang se- WARTAWAN TRIBUN JATENG
harusnya bermanfaat untuk me-
nyambung silaturahmi dan sosialisasi itu kini justru
banyak disalahgunakan.

Fenomena yang terjadi, media sosial jamak diguna-
kan banyak orang untuk hal negatif, mulai prostitu-
si, ujaran kebencian, hingga memprovokasi. Bahkan,
konten negatit itu bisa muncul dengan tujuan dan pe-
sanan tertentu.

Hal itu seperti diungkap Satgas Patroli Siber Ba-
reskrim Polri, dengan menangkap kelompok Saracen
yang diduga melakukan kampanye penyebar ujaran
kebencian di dunia maya.

Polisi menangkap anggota kelompok Saracen yang
terdiri dari JAS (32) ditangkap di Pekanbaru; SRN (32)
di Cianjur, serta MFT di Koja, Jakarta Utara.

"Mereka menyediakan jasa penyebaran ujaran ke-
bencian yang bermuatan SARA maupun hoax melalui
media sosial, mereka menamakan kelompok Saracen,"
ujar Kasubdit 1 Dit Tindak Pidana Siber Bareskrim
Polri, Kombes Irwan Anwar, di Mabes Polri, Jakarta
Selatan, Rabu (23/8).

Menurut dia, kelompok Saracen memiliki ribuan
akun media sosial dengan sistem kerja sesuai dengan
permintaan dari pihak yang memesan, atau tergan-
tung pemesanan.

"Kalau pesanannya mau menjelek-jelekan Islam, dia
punya akun sendiri sampai 2.000, ribuan lagi kurang
lebih hampir 2.000 itu yang menjelek-jelekkan Kris-
ten, yang (menjelek-jelekkan-Red) pemerintah juga
ada," paparnya.

[rwan menyatakan, banyak produk ujaran kebenci-
an yang sudah dibuat melalui ribuan akun yang dimi-
liki kelompok itu.

Kepala Sub Bagian Operasi Satuan Tugas Patroli Siber,
Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, AKBP
Susatyo Purnomo berujar, tak hanya melalui medsos,
mereka bahkan memiliki website sendiri untuk memos-
ting berita-berita pesanan itu melalui Saracennews.com.

"Berita-berita yang tidak sesuai dengan kebenar-
annya itu tergantung pesanan. Banyak sekali pence-
maran nama baik, yaitu kepada pejabat publik, tokoh
masyarakat, dan sebagainya," jelasnya.

Dari realita itu, saya kemudian berpikir, itu baru
Saracen, bagaimana jika ternyata ada banyak kelom-
pok lain yang juga bekerja untuk menimbulkan ke-
gaduhan di masyarakat, atau bahkan secara masif
potensial memecah belah persatuan?

Tampaknya, kesadaran ber-medsos masyarakatlah
yang menjadi faktor penentu, atau dalam arti perlu
ada langkah preventif person by person untuk bisa
mewaspadai dan menyaring hal-hal negatif, tentunya
dengan semangat menjaga kedamaian di negeri ini.
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Negara Digdaya

BOLEH dibilang, hubungan antara
Indonesia dengan Malaysia semakin
renggang. Hal ini antara lain disulut
oleh tindakan orang-orang Malaysia
yang semena-mena. Insiden terha-
ngat yang gencar dipublikasikan
oleh media yaitu terbaliknya bende-
ra merah-putih pada buku Opening
Ceremony SEA Games 2017 di Kuala
Lumpur, Malaysia (20/8/2017). Pe-
ristiwa tersebut terkesan disengaja
oleh oknum-oknum tak bertang-
gung jawab, agar memancing emosi
orang-orang Indonesia.

Bukan kali ini saja kasus “peleceh-
an” yang dilakukan oleh warga Ma-
laysia. Yang paling sering dilakukan
yaitu perlakuan membabibuta ter-
hadap para Tenaga Kerja Indonesia
TKI) yang mengundi nasib di negeri
jiran tersebut. Seolah mendaulat diri
sebagai majikan, mereka pun mem-
perlakukan orang-orang Indonesia
seperti budak. Bahkan, pemerintah
Kerajaan Malaysia juga kerap mela-
kukan deportasi terhadap TKI. Ka-
rena kasus keimigrasian, sebanyak
103 TKI sempat diusir dan dikurung
selama berbulan-bulan di penam-
pungan warga asing Malaysia.

Perlu disesalkan memang. Pada-
hal, bila ditinjau dari segi kultural,
antara Indonesia dengan Malaysia
dapat ditarik garis lurus. Bagaimana
tidak, kedua negara ini terikat dalam
kultur melayu. Dengan latar bela-
kang serumpun inilah sebenarnya
tiada dalih untuk berseteru antara
satu dengan yang lain. Sebaliknya,
keduanya harus saling menguatkan
dengan memupuk rasa persaudara-
an.
Janggalnya, kerukunan kedua ne-
gara ini dalam perjalanannya masih
jauh panggang dari api. Bukannya

menampilkan ritme keharmonisan,
hubungan dua negara ini kian lama
kian akut, dengan ditandai muncul-
nya gejala permusuhan tiada akhir.
Terlebih lagi, sikap pongah Malaysia
yang turut memperdalam jurang
perselisihan, sehingga memupus
harapan bagi yang berhasrat menye-
mai kerukunan.

Problem Apatisme

Bila dicermati, aksi main
hakim sendiri oleh peme-
rintah Kerajaan Malaysia
mengindikasikan bahwa
Malaysia ingin menunjuk-
kan diri sebagai negara dig-
daya. Celakanya, cara
yang diambil telah
menyalahi norma se-
kaligus etika. Dengan
kedigdayaannya, Ma-
laysia ingin meyakin-
kan pada dunia bahwa
pemerintahan Indone-
sia sangatlah lemah. Terbukti de-
ngan keterlambatan atau bahkan
pembiaran terhadap kasus yang
menimpa para TKI.

Indikasi di atas seolah menemu-
kan pembenaran, sebab pemerin-
tah Indonesia kurang memiliki ko-
mitmen serius serta agenda yang
rigit dalam menindaklanjuti kese-
wenangan Malaysia. Hal tersebut
menandakan bahwa perlindungan
para TKI bukanlah menjadi priori-
tas utama. Bahkan, beban pende-
ritaan penyumbang devisa terbesar
tersebut kerap ditanggung sendiri.
Perlindungan yang semestinya di-
nikmati para warga ternyata tidak
diberikan. Padahal konstitusi secara
tegas mengaturnya (Pasal 27 Ayat 1,
Pasal 28, Pasal 29 Ayat 2, Pasal 30
Ayat 1, dan Pasal 31 Ayat 1).
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P Anda punya masalah terkait pelayanan publik (public service) di kantor pemerintah atau swasta? Sampaikan pertanyaan,
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Realitas ini rentan menimbulkan
problem apatisme. Kepercayaan war-
ga terhadap negara akan berangsur-
angsur hilang. Akibatnya, idealisme
dan nasionalisme tergadaikan. Fak-
ta bahwa sebagian warga Indonesia,
terutama di daerah perbatasan, me-
rasa hak dan kesejahteraan mereka
dipenuhi oleh Malaysia—mulai
dari listrik, makanan, hingga

gas elpiji yang lebih murah—
merupakan wujud apatisme
yang dimaksud.
Aksi Nyata
Apabila tidak ingin berla-
rut-larut, maka problem di
*y,,  atas sudah saatnya dita-
ngani dengan serius.
Yang perlu dilakukan
bukanlah sekadar me-
nebar janji belaka, se-
akan pemerintah me-
merankan diri selaku
pejuang retorika. Bu-
kan pula tindakan reaktif atas gen-
carnya tuntutan kelompok penekan
(pressure group), baik LSM, partai
politik maupun kelompok akar rum-
put (grass root community). Namun,
lebih pada inisiatif dan kesadaran
pemerintah dalam menunaikan ke-
wajiban.

Beberapa langkah yang perlu di-
ambil yaitu: pertama, menyediakan
lahan pekerjaan seluas mungkin
bagi warga. Kebijakan ini membawa
konsekuensi bagi semua perusa-
haan untuk lebih mengutamakan
orang-orang pribumi. Pemerintah
pusat, melalui tangan pemerintah
daerah, harus menginstruksikan
agar prosentase tenaga kerja putra
daerah yang ditampung dalam per-
usahaan ditingkatkan hingga 80-90
%. Harapannya, kisah orang-orang
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tertindas dan terusir dari daerah
sendiri tidak lagi terdengar. Semi-
sal suku Sakai di Riau, suku Tobelo
Dalam di Maluku Utara, juga orang-
orang yang sejak lama bermukim
di Kalimantan Tengah, Kalimantan
Timur, Sulawesi Utara, serta Nusa
Tenggara Barat.

Kedua, pemerintah harus berani
menjanjikan kesejahteraan warga
dengan upah yang layak. Tidak bisa
dimungkiri, alasan pilihan bekerja di
luar negeri di antaranya adalah ber-
buru upah lebih besar. Jika keringat
tenaga kerja benar-benar dihargai,
niscaya mereka lebih suka berta-
han di negeri sendiri. Ditinjau dari
segi psikologis dan sosiologis, mere-
ka sebenarnya lebih suka berada di
dekat teman dan keluarga. Mereka
terpaksa melalangbuana ke berbagai
negara lantaran kesejahteraan dari
pemerintah tidak kunjung tiba.

Ketiga, pemberlakuan moratori-
um impor terhadap Malaysia. Jika
sementara ini, masih banyak barang
dan bahan pangan yang sulit dite-
mukan atau diproduksi dalam ne-
geri, pemerintah bisa bekerjasama
dengan negara lain, selain Malaysia,
untuk menyuplai. Tujuannya agar
[Indonesia tampil sebagai negara
kuat, tidak menjadi pengemis di ha-
dapan Malaysia.

Bagaimana dengan moratorium
tenaga kerja? Itu hanyalah siasat
“pemadam kebakaran” yang sebe-
narnya tidak menyentuh persoalan,
bahkan bisa jadi sekadar menum-
puk api kebencian dan amarah war-
ga yang setiap saat bisa diluapkan.
Mereka menuding negara hanya
berfungsi sebagai petugas pencatat
pelbagai keluhan dan lebih identik
dengan “negara penjaga malam”. (*)
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